
Bahan Ajar 

HUKUM  KEKAYAAN INTELEKTUAL
( Hak Cipta, Merek & Indikasi Geografis, Rahasia Dagang)



KONSEP HAKI

 Dalam literatur Anglo saxon dikenal istilah 

Intellectual Property Rights.

 Dalam terjemahan Bahasa Indonesia menjadi 2 

macam istilah hukum :

1. Hak Milik Intelektual ;

2. Hak Kekayaan Intelektual ;
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KONSEP HAKI

Meliputi :

 Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat 

pada pemiliknya, bersifat tetap, dan khusus 
(eksklusif) ;

 Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin pemilik dan 

bersifat sementara ;
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KONSEP HAKI

 HAKI merupakan benda tak berujut hasil 
kegiatan intelektual/daya cipta manusia yg 
diungkapkan kedalam suatu bentuk ciptaan 
atau penemuan tertentu . Kegiatan 
intelektual/daya cipta terdapat dalam 
bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan 
Teknologi. Contohnya Hak Cipta, Merek dan 
Paten.

 Hak yg diperoleh pihak lain atas ijin pemilik , 
misalnya hak untuk mengumumkan, hak utk 
menggunakan pada produk tertentu, atau 
hak utk menghasilkan produk tertentu. 
Contoh : Lisensi
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LINGKUP HAKI

 DI INDONESIA

1. Hak Cipta

2. Hak Paten

3. Hak Merek

4. Rahasia Dagang

5. Desain Industri

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

7. Perlindungan Varietas Baru 
Tanaman
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HAK CIPTA
Menurut Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta
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Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral 

dan hak ekonomi.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri

Pencipta untuk:

 tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada
salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

 menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

 mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

 mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

 mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi
Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan
kehormatan diri atau reputasinya.
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Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi

atas Ciptaan.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi

untuk melakukan:

 penerbitan Ciptaan;

 Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

 penerjemahan Ciptaan;

 pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian

Ciptaan;

 Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

 pertunjukan Ciptaan;

 Pengumuman Ciptaan;

 Komunikasi Ciptaan; dan

 penyewaan Ciptaan.
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Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib
mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara
Komersial Ciptaan.

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan
dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta
dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau
salinannya tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang 
telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada
siapapun.

Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya tidak
berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer
tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.
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Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun

sebagian karena:

 Pewarisan;

 Hibah;

 Wakaf;

 Wasiat;

 perjanjian tertulis; atau

 sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
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PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui

alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan.

Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga.

Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam

bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa

diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu

penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan
tuntutan pidana.
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Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak

Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak

ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

Ganti Rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar

putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta
dan/atau Hak Terkait.

Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak

Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6

(enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.
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Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena

pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga

dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

 mencegah masuknya barang yang diduga basil

pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur

perdagangan;

 menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan

sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak

Cipta atau Hak Terkait tersebut;

 mengamankan barang bukti dan mencegah

penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau

 menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang
lebih besar.
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Ancaman Sanksi Pidana Hak Cipta
- Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk
Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
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Ancaman Sanksi Pidana Hak Cipta

- Pasal 113

 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah).
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MEREK 
Menurut Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis
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Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis
berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan

perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan

dengan barang sejenis lainnya.

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan

dengan jasa sejenis lainnya.
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Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah

asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor

lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia

atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan

reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang

dan/atau produk yang dihasilkan.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan

oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang

terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang

menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi

Geografis tersebut masih ada.
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Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo,

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2

(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan
barang dan/atau jasa.

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.
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Merek tidak dapat didaftar jika:

 bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban

umum;

 sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut

barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

 memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang

asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang
dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau

merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk

barang dan/atau jasa yang sejenis;

 memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, 

manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang 

diproduksi;

 tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

 merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
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Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

 Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

 Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

 Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak

sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

 Indikasi Geografis terdaftar.
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Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

 merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang

terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

 merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 

bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau

lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

 merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau

stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga

Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 

berwenang.

Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang 
beriktikad tidak baik.
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Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama

generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek

dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan
tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.
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Ancaman Sanksi Pidana Merek
Pasal 100

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sarna
pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk
barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak rnenggunakan Merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan
kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
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Ancaman Sanksi Pidana Merek

Pasal 101

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda
yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan
Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/ atau
produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau
produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda
yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi
Geografis milik pihak lain untuk barang dan/ atau produk yang
sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang
terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
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Ancaman Sanksi Pidana Merek

Pasal 102 

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa

dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga

mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk

tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda

paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100

sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.
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RAHASIA DAGANG 
Menurut

Undang – Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang

Rahasia Dagang
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Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh

umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai

ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga

kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia

Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian
berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak)

untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang

yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan

syarat tertentu.
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Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, 

metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di 

bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi 

dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi 
tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga 

kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut 

hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui 

secara umum oleh masyarakat.
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Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat 

kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk 

menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial 

atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik 

atau para pihak yang menguasainya telah melakukan 

langkah-langkah yang layak dan patut.
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Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

 menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;

 memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk 
menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan 

Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan 

yang bersifat komersial.
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Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat 

menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak 

melakukan perbuatan , berupa:

gugatan ganti rugi; dan/atau

penghentian semua perbuatan

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat 

menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau 
alternatif penyelesaian sengketa.
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Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi 

apabila seseorang dengan sengaja 

mengungkapkan Rahasia Dagang, 

mengingkari kesepakatan atau mengingkari 

kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk 

menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Seseorang dianggap melanggar Rahasia 

Dagang pihak lain apabila ia memperoleh 

atau menguasai Rahasia Dagang tersebut 

dengan cara yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

33



Ancaman Sanksi Pidana Rahasia
Dagang

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
Rahasia Dagang pihak lain dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tindak pidana dalam Rahasia Dagang merupakan delik
aduan.

Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun
perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang
dilakukan secara tertutup
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Terima Kasih
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